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ABSTRAK 

 

Legal memorandum ini membahas pertanggungjawaban hukum pemberi 

waralaba atas pelanggaran hak teritorial penerima waralaba dan tidak 

dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang dalam surat elektronik. 

Permasalahan hukum timbul setelah EatFusion Co., Ltd. sebagai pemberi 

waralaba menetapkan wilayah usaha yang mengakibatkan pelanggaran hak 

teritorial Wena Saputra selaku penerima waralaba pertama serta tidak 

merealisasikan komitmen yang sebelumnya disampaikan melalui surat 

elektronik tanggal 11 April 2025. Legal memorandum ini disusun untuk 

menjawab apakah EatFusion Co., Ltd. dapat dimintakan 

pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak teritorial penerima 

waralaba yang menimbulkan kerugian bagi Wena Saputra selaku penerima 

waralaba pertama dan apakah tidak dilaksanakannya kesepakatan dalam 

surat elektronik tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi 

EatFusion Co., Ltd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh 

melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa EatFusion Co., Ltd. 

dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui gugatan perbuatan 

melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena penetapan 

wilayah usaha oleh EatFusion Co., Ltd. tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. 

EatFusion Co., Ltd. tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui 

jalur wanprestasi atas tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang 

dalam surat elektronik tanggal 11 April 2025 karena kesepakatan tersebut 

tidak memenuhi mekanisme perubahan perjanjian sebagai perubahan yang 

sah terhadap Perjanjian Waralaba. 

 

Kata kunci: waralaba; wilayah usaha; pertanggungjawaban hukum 
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ABSTRACT 

 

This legal memorandum examines the legal liability of a franchisor for the 

infringement of a franchisee’s territorial rights and the failure to implement 

an agreement contained in an electronic mail. The legal issues arose after 

EatFusion Co., Ltd., as the franchisor, designated a business territory that 

resulted in the infringement of the territorial rights of Wena Saputra as the 

first franchisee and failed to fulfill the commitment previously conveyed 

through an electronic mail dated 11 April 2025. This legal memorandum 

aims to determine whether EatFusion Co., Ltd. may be held legally liable 

for the infringement of the territorial rights of the franchisee that caused 

losses to Wena Saputra as the first franchisee and whether the failure to 

implement the agreement contained in the electronic mail gives rise to legal 

liability on the part of EatFusion Co., Ltd. This legal memorandum employs 

normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. 

Legal materials were collected through library research and consist of 

primary and secondary legal materials. The analysis concludes that 

EatFusion Co., Ltd. may be held liable in tort pursuant to Article 1365 of 

the Indonesian Civil Code because its designation of the business territory 

failed to comply with Article 9 paragraph (2) of Government Regulation 

Number 35 of 2024 concerning Franchising. EatFusion Co., Ltd. cannot, 

however, be held liable for breach of contract arising from its failure to 

implement the agreement contained in the electronic mail dated 11 April 

2025 because the agreement did not satisfy the contractual amendment 

procedure required for a valid amendment to the Franchise Agreement. 

 

Keywords: franchise; business territory; legal liability 
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